SUARA PEMRED

[ Jan | Feb [ Mar | Apr [ Mei | Jun | Jul [Agust] sept | okt | Nov | Ged |

2009 |

[1]2]3]4][®] 6] 7] 8] 9]10[11]12]13]14]15]16]17]18[19]20[21]22]23]|24]25] 26| 27]28[29]30]31]

olres Ikut Dampmglj
Proyek PU

© Antisipasi Adanya Intervensi .

AKBP Tris Supriadi
Kapolres Melawi

Dinas yang minta pendampingan untuk
jalannya kegiatan proyek tersebut.

Hal ini sebenarnya sejalan dengan
adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2016.
Ada pengawasan dan pengendalian.

Biasanya juga pengawasan
dilakukan TP4D dari Kejari.

NANGA PINOH, SP - Tak
cuma Tim Pengawalan, Pen-
gawasan, Pelaksanaan Pem-
bangunan Daerah (TP4D)
yang ikut melakukan pen-

dampingan dan pengawasan

dalam kegiatan fisik Pemkab
Melawi.

Pengawasan turut
dilakukan oleh jajaran Pol-
res Melawi, khususnya un-
tuk proyek yang dikerjakan
oleh Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR)
Melawi.

Hal ini dijelaskan Ka-
polres Melawi, AKBP Tris
Supriadi, belum lama ini.
Ta memberikan penjelasan
soal pendampingan dari ke-
polisian terhadap sejumlah
proyek berjalan di Dinas

PUPR setelah keberadaan-

plang sejumlah proyek PU
ikut mencantumkan nama
instansinya.

“Dinas yang minta pen-

dampingan untuk jalannya .

kegiatan proyek tersebut.
Hal ‘ini sebenarnya sejalan

‘\J,

dengan adanya Inpres No-
mor 1 Tahun 2016. Ada pen-
gawasan dan pengendalian.
Biasanya juga pengawasar
dilakukan TP4D dari Ke-
jari” jelasnya, Rabu (4/12).

Dikatakan Tris, pen-
dampingan dan penga-

- ‘wasan memang diminta

secara resmi dari Dinas
PUPR. Ada surat perminta-
an yang dilayangkan oleh di-
nas tersebut. Pendampingan
diberikan agar pelaksanan
proyek berjalan dengan
lancar serta mengantisipa-
si- adanya intervensi atau
tekanan dari luar.

“Ini salah satu tujuan-
nya. Sesuai dengan pesan
Presiden terkait iklim in-
vestasi. Ini sejalan dengan
kebijakan pemerintah yang
ada, terkait pengawasan ini,”
ungkapnya.

Dilanjutkan Tris, untuk
pendampingan dan kelan-
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caran proses pembangunan,
dirinya akan komunikasikan
lebih lanjut dengan instansi
teknis sehingga payung hu-
kum dapat dlpertanggung—
jawabkan.

“Hasil komunikasi saya
dengan Kadis PUPR perlu

didorong ke depan, apakah
ini selesai atau ini menjadi
percontohan. Bahwa selain
TP4D, kita juga diminta men-
gawasi langsung,” tuturnya.

Tris pun berharap media
perlu mengawasi polisi yang
mendampingi pelaksanaan

kegiatan tersebut. Karena

hal tersebut, wajib dikontrol
dan diawasi.- Apalagi Pres-
iden sudah meminta tidak
ada yang menghambat atau
ikut menyokong segala ses-
uatu terkait dengan proyek.
“Pengawasan  diperlu-

kan untuk memastikan tidak
ada personel Polres Melawi
yang ikut bermain. Media
juga ikut mengawasi kiner-
ja polisinya. Jangan sampai
ada anggota saya yang me-
manfaatkan itu,” tegasnya.
(eko/lha)
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